INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKALONGAN

1. Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

2. Tugas . Membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerzh di bidang Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

3. Fungsi : a, perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah

dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat
dan Pemadam Kebakaran;
c. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
d. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan
peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
e. pembinaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan
walikota serta perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
f. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan yang berhubungan dengan gangguan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
g. pembinaan dan fasilitasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
h. penyelenggaraan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap peraturan daerah dan peraturan walikoks;
i. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penindakan secara yustisial atas
pelanggaran peraturan daerah;
j. pengarahan penyelenggaran administrasi umum meliputi: penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, kehumasan,perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
k. pengkoordinasian penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadidikawasan perkotaan;
m. penyelenggaraan kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman
kebakaran;
n. pengarahan dan pengkordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)urusan bidang
ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
o. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksaniaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
p. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan p elaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan
tugas; dan
a. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinva.




NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA FORMULASI PENGHITUNGAN SATUAN IARCEY SUMBER
2021 2022 2023 2024 2025 2026 DATA
1 |Meningkatnya Persentase Pelayanan |jumlah persentase (SOP yangdisusun dibagijumlah persen 50 60 70 80 90 100 |[Satpol PP
ketertiban umum dan Ketentraman dan kebutuhan SOP sesuai tugas Satpol, jenis sarpras yang ada
ketentraman Ketertiban Umum dibagi jenis kebutuhan sarpras berdasarkan SPM, jurmlah
masyarakat serta Sesuai Dengan SPM anggota satpol pp dan satlinmas ton inti yang
efektifitas penegakan mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah anggota
perda satpol pp dan satlinmas ton inti, jumlah warga terdampak
(mengalami kerugian materiildan / cedera fisik) akibat
penegakan hukum perda dan perkada yang mendapatkan
ganti rugi dan / pengobatan dibagi jumlah warga yang
terdampak akibat penegakan hukum perda dan perkada)
dibagi 4 dikali 100 persen
2 |Meningkatnya Persentase penanganan |jumlah bencana kebakaran yang ditangani dibagi jumlah persen 100 100 100 100 100 100 |Satpol PP
penanganan bencana bencana kebakaran bencana kebakaran dikali 100 persen
kebakaran
3 |Meningkatnya Nilai SAKIP OPD Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang Indeks 70,00 71,50 73,00 74,50 76,00 77,50 [Inspektorat
Akuntabilitas Kinerja dirilis Inspektorat pada tahunn
Perangkat Daerah

Pekalongan,

Januari 2022




